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I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat dapat menyelenggarakan sendiri
Urusan Pemerintahan, melimpahkan kepada GWPP berdasarkan asas
dekonsentrasi, atau menugasi daerah berdasarkan asas Tugas
Pembantuan.

Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan
asas dekonsentrasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah
Dekonsentrasi Kepada GWPP berupa pembinaan dan pengawasan umum
dan teknis terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah kabupaten/kota, pembinaan dan pengawasan umum
dan teknis terhadap Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah
kabupaten/kota, dan pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan
tugas dan wewenang GWPP. Hal tersebut menegaskan perubahan
paradigma mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang
pertama, tidak lagi mendasarkan penyelenggaraan dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan pada kegiatan fisik atau nonfisik, melainkan
didasarkan kepada jenis dan karakteristik substansi Urusan
Pemerintahan serta kewenangan Pemerintah Pusat dan yang kedua,
untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan, penugasan kepada daerah

merupakan penugasan Urusan Pemerintahan selain pembinaan dan
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pengawasan serta dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
penugasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dalam hal Pemerintah Pusat menilai penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan berupa pembinaan dan pengawasan umum dan teknis
dapat dilaksanakan sendiri oleh kementerian dan lembaga pemerintah
nonkementerian maka pembinaan dan pengawasan umum dan teknis
tersebut dilaksanakan sendiri oleh kementerian dan lembaga pemerintah
nonkementerian, namun dalam hal Pemerintah Pusat menilai
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan berupa pembinaan dan
pengawasan umum dan teknis dapat lebih efektif dan efisien dilimpahkan
kepada GWPP melalui asas Dekonsentrasi Kepada GWPP maka
Pemerintah Pusat melimpahkan sebagian kewenangannya melalui
Dekonsentrasi Kepada GWPP.

Dekonsentrasi Kepada GWPP dilaksanakan dalam wupaya
membangun sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
berlokasi atau berada di daerah. Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada
GWPP dilakukan untuk mengintegrasikan pembinaan dan pengawasan
kepada daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh
kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dapat mendukung
kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antardaerah,
terwujudnya keserasian hubungan antarsusunan pemerintahan dan
antarpemerintahan di  daerah, teridentifikasinya  potensi dan
terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah, tercapainya
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan
pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat
serta terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya
dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah
kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan

konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
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Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan
pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas
Pembantuan yaitu untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan
penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan
pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah.

Tugas Pembantuan dilaksanakan agar daerah dapat ikut serta
membantu Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangannya di
daerah. Tugas Pembantuan dilakukan antara lain ketika terdapat
kewenangan Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya berada atau
berlokasi di daerah, sementara kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian memandang tidak efisien dibentuk instansi vertikal
untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat tersebut.

Atas dasar hal tersebut di atas maka Peraturan Pemerintah ini
mengatur mengenai penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP,
penyelenggaraan Tugas Pembantuan, pendanaan penyelenggaraan
dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”
adalah  peraturan  perundang-undangan  mengenai
pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”
adalah peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan
dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”
adalah peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan
dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara
lain peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan

keuangan dan kinerja instansi pemerintah.

Pasal 10
Cukup jelas.
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Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara
lain peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan
keuangan dan kinerja instansi pemerintah, laporan dan evaluasi
penyelenggaran pemerintahan daerah, pengukuran dan evaluasi
kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran

kementerian negara/lembaga.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.
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Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.





